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PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 3§ TAHUN 2023

TENTANG
FEZNGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

SAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN LEMBATA

membang - a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban
dalam pendistribusian Bahan Bakar "Minyak

untuk masyarakat Lembata, periu

n

adan:y'
pengendalian dan pengawasan pendistribusian
Bahan Bakar Minyak;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengendahan dar
Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak di Kabupaten Lembata;

n@gngnt : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
180, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan -
Kabupaten Lembata. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3967);
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ndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi

Sumi  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tzhun 2001 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152 ); | B
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negarai Republik Iﬁdonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang.
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); ' B |

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran’
Negara 21 Tehun 2014 Nomor 399) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir’ dengan

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang:
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaaran
Negara 21 Tahun 2021 Nomor 299);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Pengguna‘ Bahan Bakar "Minyak
(Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2013 .
Nomor 3);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; ' B

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas -
Bumi Nomeor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran

Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan
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Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah
yang belum terdapat Penyalur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);

8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas.

Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbltan .
Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk

Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:
stapkan PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI KABUPATEN LEMBATA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

=2m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lembata.

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kabupaten adalah Kabupaten Lembata. _

rangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada |
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS
adalah organisasi sosial atay perkumpulan  sosial yanng
melaksanakan penyelenggaraan  kesejahteraan sosial yang

dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum.

Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang

menjalankan jenis usaha i
didirikan

&bsa‘than Republik Indonesis
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asional yang ditunjuk oleh Badan
{inyak dan Gas Bumi untuk.
melakukan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak. .
Sub Penyalur usaha kecil, mikro termasuk Badan Usal"l‘éw~ Ml.hk
)esa sebagai perwakilan masyarakat, koperasi, kios Bahan Bakar
Minyak perorangan, pengguna BBM Jenis Tertentu .d daerah.
ang tidak terdapat penyalur atau pun ada penyalur namun tldak
:c*anbkau / terpenuhi oleh masyarakat |
Jsaha Pertanian adalah kegiatan dalam bidang pertanian mulai
dari sarana produksi, produksi /budidaya, penanganan pasca.
panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
Uszha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan .
“2n/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang, yang memiliki
modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
satu milyar rupiah} tidak termasuk tanah dan bangupar*”temrat
paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar ruplah) .
Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah
badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan
:’engatur untuk melaksanakan kegiatan penyedlaan dan
endistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. |
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya
disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak
menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang
merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan J*enis‘ Bahan
Bakar Minyak Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak
diperjualbelikan kembali.
Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat
Daerah kepada konsumen pengguna jenis BBM Tertentu untuk
melakukan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.,

£
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=anjuinya disebut

Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau
diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar vang Dberasal
dan/atau diolah dari Minvak Bumi yang telah dicam purka_n
dengan Bahan Bakar Nabat (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan

konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

()

Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar .
minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana Pemerintah juga
terlibat langsung dalam menenmkan harga Bahan Bakar Minyak
Pertamina sekaligus juga menjamin ketersedlaannya d1 pasar
domestik. |
17. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut
Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar
yang berasal dana atau diolah dari Minyak Bumi yang telah
dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan
Bakar Minyak Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi)
tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka

mengatur dan  menjamin pengendalian  dan  pengawasan

pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Lembata dan juga

Dagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat

Rekomendasi bagi konsumen pengguna untuk melakukan pembehan
BBM subsidi.

"

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin tertib
pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
BAB II |
PENGATURAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI |
| Pasal 3

Dalam melakukan pengawasan Bahan Bakar Minyak subsidi Badan

P

¥

engatur dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berupa
pengaturan pendistribusian BBM subsidi.
7 P



-OtuX menjamin Ketersediaan Bahan Bakar Minvak subsidi secara
pasti, maka Pemerintah Daerah melakukzan pengawasan terhadap
secluruh aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak subsidi dari
p=lzbuhan Laut Lewoleba melalui penyalur untuk sela;;jutnya ‘
“:distribusikan kepada konsumen pengguna di Kabupaten Lembata.

T2tz cara pengaturan bongkar muat Bahan Bakar Minyak subsidi di

2buhan laut Lewoleba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

e SN

=ng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera‘turan Bupam ini.
Pasal 4
=.2m rangka menjamin pendistribusian Bahan Bakar Minyak subsidi

s=czra merata kepada konsumen pengguna terutama di bidang usaha.

=—=T0, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan.

cmmum, perlu mendapatkan Surat Rekomendasi untuk membeli J enis

=zhzn Bakar Minyak subsidi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat

"

i

722 yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha

===r0, usaha perikanan, usaha pertanian, transportas1 dan pelayanan

= cara penerbitan surat rekomendasi oleh perangkat daerah

=Dagaimana tercantum dalam Lamplran I yang merupakan bagian

rditan Surat Rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Mmyak |

=25sidi berupa minyak solar (gasoil) diperuntukan bagi:
= zonsumen Pengguna Usaha Mlkr()'
2. Zonsumen Pengguna usaha penkanan

=onsumen Pengguna usaha pertanian; - o

= Zonsumen Pengguna transportasi; dan

£ T

= Zonsumen Pengguna pelayanan umum.

—2%2 kualifikasi konsumen pengguna Jenis BBM subsidi tercantum
Zzlam lampiran III.



seterangan tentang usaha/kegiatan:
g

e

--usaha Pertanian: surat keterangan usaha dari Keurahan;

e T .

-usaha Perikanan: surat permohonan diketahui Kelurahan,

= e n T S

Zenah/lokasi usaha, Surat Pernyataan memiliki usaha bermeteral

Jixetahui kelurahan dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
-usaha Mikro: surat keterangan usaha dari Kelurahan surat

permyataan memiliki usaha bermeterai, fotokopi Kartu Keluarga

£K), dan Nomor Induk Berusaha (NIB);

= Tansportasi: surat keterangan usaha dam kelurahan, kartu
pengawasan aktif, bukti keer kendaraan yang masm akuf S’F\h{
-2s2 Raharja dan pajak masih aktif dan KTP pemilik kendaraan;

~ e

-Z=giatan pelayanan umum untuk penerangan di LKS: tanda
pendaftaran LKS/Ijin operasional LKS;

> =Z=giatan pelayanan umum untuk penerangan tempat ibadah: surat
weterangan dari  Kelurahan; dan

7 Eegiatan pelayanan umum untuk penerangan Rumah sakit tipe C

P [

22n D, dan pusat kesehatan masyarakat: Surat ijin operasional

-1 ma

rumah sakit tipe C dan D, dan pusat kesehatan masyarakat.

- f“Tierangan mengenai spesifikasi peralatan yang digunakan

A~

ntumkan pada Surat permohonan.

[rirad

= Surat keterangan kebenaran data bermeterai, sebagaimana t\,rlampzr

Zzlam lampiran V.

P

“Thzzunaan Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi sebagaimana
“maxksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan alokasi kebutuhan
is BBM subsidi dari kuota yang telah dlte'tapkan oleh Pemerintah.
=pala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemetihtahan

bidang usaha mikro, wusaha perikanan, usaha pertanian,

i

Tansportasi, dan pelayanan umum menerbitkan Surat Re&omenda& ;
ada Konsumen Pengguna untuk membeli Jenis Bahan Bakar

Minyak subsidi sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana’ dalam
lampiran VII.



<2 afrah  yang melaksanakan wrusan pemerintahan
= Didang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian
==nsSportasi, dan pelayanan umum sebagaimana dalam lampiran IV
Peraturan Bupati ini

=i=lah dilakukan verifikasi dan penerbitan surat Rekomendasi oleh. .

~=ngkat Daerah, maka surat rekomendasi tersebut dikirim ke bagian

S aalasa et

~=cnomi dan SDA untuk dilakukan verifikasi akhir untuk selanjutnya

—=ndapatkan surat persetujuan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis

T=ntu, sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII yang merupakan.
“=z=n tdak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. ]

==ngkat Daerah yang melaksanakan wurusan pemerintahan
~ Didang wusaha mikro, usaha perikanan, usaha ' pertanian,:
T=msportasi, dan pelayanan umum wajib melakukan survey dan

pkan data konsumen penguna by name by address diusulkan

2ns

e=pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi.

D20 menerima usulan rekomendasi dari perangkat daerah terkait

I

—=n enis usaha yang ditetapkan dengan keputusan Bupatl tentang

@=TssTujuan rekomendasi penerima BBM bersubsidi di Kabupate

“onsumen pengguna baik perseorangan maupun kelompok usaha yar

—endapatkan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar I\/Lny ak Jenis

nge
==

-=Tentu akan ditinjau secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

belian
I subsidi wajib melakukan evaluasi pendistribusian Bahan Bakar

WInvak subsidi setiap bulan bagi konsumen pengguna yang telah

“enerditan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ddak dipungut biaya.
..... Jjuan pemberian surat rekomendasi oleh Perangkat Daerah

12z2h harus diberikan 1 (satu) hari sebelum melakukan pembelian

Untuk menjamin keabsahan Surat Rekomendasi yang telah d1teb1tkan

Taka Kepala  Perangkat Daerah  waj b menandatangani

Surat Pe*tapggungav aban  Mutlal (SPJTM) dengan

e e g

s=0agaimana tercantum dalam lampira

format
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1Z2n permohonan perpanjangan

s0mendasl dengan menverizkan dokumen

BAB III
BONGKAR MUAT BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI

Pasal 6
untuk menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
bongkar muat BBM subsidi, Penyalur wajib ‘memenuhi standar .
operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupat ini.
Pada saat dilakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak subsidi pihak
XUPP Pelabuhan Laut Lewoleba melakukan ‘pemeriksaan terhadap.
surat jalan, dan membuat Berita Acara pemeriksaah terhadap jenis dan
volume BBM subsidi yang diterima dengan format laporan sebagaimana

farn

ercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani selanjutnya

dikirim' ke Bagian Ekonomi dan SDA untuk dilakukan perhitungan

pembagian kuota kepada konsumen pengguna yang telah menerimsa
surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.
| BAB IV
PANGKALAN MINYAK TANAH
Pasal 7
Persyaratan untuk menjadi Pangkalan Minyak Tanah adalah -
. Surat permohonan;

W)

o'

- Fote Copy KTP yang masih berlaku.
. Foto Copy Normor Induk Berusatia (NIB)

Yy

(R

. Surat Keterangan Domisﬂi Usaha dari Desa/Kelurahan Setempat;

€. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat tentang
Daftar Pelanggan Rumah Tangga yang belum mendapat pelayanan di
lingkungan setempat minimal 50 Rumah Tangga.

Pangkalan Minyak Tanah ditetapkan oleh Bupati. R -

Pangkalan Minyak Tanah sebagaimana dimakud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pangkalan Minyak Tanah
di Kabupaten Lembata.

7
/
iy,
U



A

Kewajiban bagi pemilik Pangkalan ! Minyak Tanah antara lain :

a.

o'

o

wajib memiliki fasilitas pena ampungan/ drum yang memadai dan alat
pemadam kebakaran minimal 3 (tiga) kg guna mendukung
keamanan dan kenyamanan di pusat pangkalan dan.. lokasi -
sekitarnya; dan

memasang Papan Nama Pangkalan /Baliho yang mencantumkan

daftar harga, nama penanggung jawab pada tempat terbuka sebagai

media informasi bagi konsumen / pembeli;

Membuat laporan tentang penjualan minyak tanah setiap bulan
kepada penyalur;

- Membuat laporan kegiatan penerimaan dan penjualan minyak tanah

tiap bulan.

Larangan bagi penanggung jawab pangkalan minyak tanah antara lain

)

ot

Harga Eceran Tertinggi (HET} pada setiap Pangkalan Minyak Tanah

- mendistribusikan / menjual Minyak Tanah kepada pengecer yan

.tujuan komersial; dan menjual Minyak Tanah tidak sesuai dengan

dilarang menjual Minyak Tanah dengan harga di atas Harga Eceran
Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah;

takaran/ liter yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ditentukan berdasarkan jarak, biaya angkut, dan kondisi jalan.

BAB VYV
PENUNJUKAN SUB PENYALUR BBM UMUM
Pasal 8

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum merupakan Bahan Bakar Minyak

nonsubsidi, maka harga jual ditetapkan oleh Badan Usaha dan
dilaporkan ke Menteri.

Adapun jenis Bahan Bakar Minyak yang tergolong dalam Jenis BBM

T

o
.

I3
.

C.

Umum antara lain -

Pertamax;
Pertamax Turbo;
Dexlite;

lr /
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rtamina Dex;
iosolar B30;

D

i)
in’
Q
D

bty

hell V-Power;

09

Shell Super;
. Revvo 92;
1. BBM RON 95; dan

Sejenis lainnya.

Iy

Pasal 9

~enetapan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak umum dilakukan -
oleh Bupati.

.
B

Tmwm

~<netapan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak umum sebagaimana
dimakud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10
yarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :

72

-

anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub
Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagan
usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;

g atau unit

e

lokasi dan bangunan pendirian Sub Penyalur harus memenuhi

standar Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan

(K3LL), dengan standarisasi teknis sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan - .
upati ini;

c.memiliki sarana tempat penyimpanan dengan wadah drum d

kapasitas paling banyak ‘600 (enam ratus) liter dan memenuhi

persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan Pperaturan - -
perundang-undangan;

engan

me

Z.memiliki atau menguasai alat angkut Bahan Bakar Minyak yang
memenuhi  standar pengangkutan Bahan Bakar | Minyak,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tdak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b

- membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)
yang pembuatannya difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkét Daerah

van

ang mengurusi bidang Lingkungan Hidup;



(ra

lokasi yang akan dibangun sarana‘Sub Penyalur secara ' umum
berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen
Penyalur Minyak Solar (APMS) atau 10 {sepuluh) km dari penyalur
berupa Stasiun Pengisian Bghan Bakar Umum (SPBU) tér&ekeﬁ: ataﬁ.
atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- memiliki data calon konsumen pengguna Jenis Bahan Balkar Minyak
Tertentu yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah
Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.
eTijinan
- Setiap sub penyalur Bahan Bakar Minyak wajib memiliki ijin dari
Pemerintah Daerah;
. Ijin sbgaimana dimaksuda dari ayat 1 (adalah berupa Nomorllnduk.
Berusaha (NIB).
- Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata untuk

untuk
menerbitkan /mencabut perijinan terkait dengan kegiatan usaha sub
penyalur jenis BBM umum;

. Pengajian pemohonan sebagai sub pnyalur BBM umum ditujukan

kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata dengan melampirkan :

a. Rekomendasi Kepala Desa, Lurah dan Camat setempat;
b. Foto copy KTP

O

NPWP perorangan maupun badan usaha
d. Bukti lunas fiscal

Q)

Akte pendirian perusahan khusus CV/PT. dan badan. usahza
lainnya

Pty

Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 1br.
g. Denah lokasi usaha

h
“A

h. Surat pernyataan dari masyarakat sekitér lokasi; dan

i, Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkunan hidup;

Rekomendasi

!
; 8

. Camat dapat memberikan rekomandasi kepada sub penyalur untuk .

pembelian jenis Bahan Bakar Minyak umum dari penyalur;

$s
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g

emberlakuan surat rekomendasi pembelian jenis BBM umum oleh

@

amat dimaksudkan sebzagai bahan monitoring dan evalausi
terhadap jenis BBM umum di kecamatan sesuai lokasi penyalur

entuk dan format masa berlaku surat ditentukan oleh Camat
setempat.

Penjualan Bahan Bakar Minyak Umum

J1

Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak membeli jenis BBM umum dari
penyalur yang ada didaerah dan dapat dibeli dari daerah lain yang
dibuktikan dengan rekomendasi dari kabupaten asal;

Pembelian jenis BBM umum dari penyalur sesuai dengan harga yng
ditetapkan oleh badan usaha;

- Sub penyalur hanya diperbolehkan membeli jenis BBM umum.

- Harga jual Jenis Bahan Bakar Minyak umum yang berjarak 3 km

dari penyalur ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
sudah termasuk ongkos angkut, bongkar muat dan margin dan;
Harga jual Jenis Bahan Bakar Minyak umum yang berjarak diatas
3 km dari penyalur ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (iga ribu
rupiah}, sudah termasuk ongkos angkut, bongkar muat dan
margin.

Tanggungjawab Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak umum :

(@]

Menjaga mutu dan jumiah/volume jenis Bahan Bakar Minyak
umum dari penyalur sampai ke sub penyalur
tanggunjawab sub penyalur;

menjadi

Dalam penjualan jenis BBM umum sub penyalur BBM menjamin
mutu komoditas BBM yang dijual kepada masyarakat dengan. .
menggunakan wadah botol kaca atau tidak menggunakan botol
plastik dan sejenisnya;

Sub penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja dan-
berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang.
berlaku; -

Sub penyalur tidak diperbolehkan menjual BBM subsidi bér’upa
BBM Jenis BBM tertentu {JBT) dan Jenis BBM khusus penugasan:
(JBKP);

Sub penyalur wajib m



h

(@)

Sub penyalur wajib membayar retribusi’ BBM umum Sebesar

Rp.100,00 (seratus rupiah) per liter ke kas Daerah Kabupaten
Lembata cq. Mall Pelayanan Pubhk Jin. Trans Lembata.—Lewoleba—.

Lembata {depan kantor Bupati).

Pengawasan dan sanksi

1.

[\»}

[@)]

N

O

Pengawasan penjualan jenis BBM umum dilakukan oleh Camat
setempat;

a Pengawasa.n dilakukan agar sub penyalur Bahan Bakar Mmyak

tetap menjaga dan memperhatikan keamanan dan ketertiban;

Camat membentuk tim pengawas di Kecamatan terdm dari:
a. Forkopincam

b. Lurah/Kepala Desa

~ ¢. Unit pelaksana teknis lainnya

Sub penyalur BBM yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi
oleh Camat setempat berupa :

a. teguran lisan

b. peringatan tertulis, dan Jatau

C. penertiban
Camat setempat melaporkan pelanggaran sub penyalur melalui
Dinas Penanaman Modal, Pelayanian Terpadu Satu Pintu Kabupaten

" Lembata;

Atas dasar laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lembata dapat memberikan sanksi kepada sub penyalur’

' BBM yang melakukan pelanggaran;

Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
a. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atauy;

b. Pencabutan isin /pembekuan / penyegelan;

‘Dalam hal Camat tidak menyampéikan laporan  terkait. ..

penyimpangan penjualan BBM, namun berdasarkan atas laporan
masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lembata dapat melakukan penerapan sanksi-

- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dlatas

Melakukan investigasi sertz men erapkan sank31 sebagalmana

dimaksud pada ayat (4) tersebut diatas.

JL\;



( | BAB VI
TANGGUNGJAWAB PENYALUR
Pasal 10 o . .
Penyalur wajib menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen pengguna

ang telah mendapatkan surat rekomendasi dan’ persetujuan pembelian
BBM subsidi;

2 Penyalur wajib menyampaikan laporan rekapitulasi

e A

=ndistribusian BBM subsidi kepada Bupati setiap triwulan dengan

‘ormat laporan pada lampiran IX Peraturan Bupati i mni; o

=nyalur wajib membuka layanan pembelian BBM Jenis Tertentu dan

=mnya sejak pukul 07.00 Wxta sampai selesai dengan menyesualkan |
xuota BBM yang tersedia;

—

nyalur wajib melakukan tera ulang secara rutin dan berkala setiap 6

=nam) bulan terhadap peralatan pompa pada masing-masing SPBU;

Penyalur wajib menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan

BBM bersubsidi kepada Camat setempat, yang selanjutnya

akan
dilaporkan kepada Bupati.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11
Perangkat Daerah menyampaikan laporan rekapitulasi - Surat

Rekomendasi yang diterbitkan kepada Bupati setiap triwulan;

- Format dan bentuk laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampirén Xl
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. ini;

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12 »
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi -
secara berkala terhadap kegiatan pembelian Jenis BBM Tertentu oleh
Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang telah

uxtefbltka_n.

2 Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1) dapat
meninjau kembali penggunasn Surat Rekomendasi yang telah
diterbitkan.
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BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 13 P ,
Pengawasan terhadap kegiatan Penyaluran BBM subsidi dilakukan
oleh Pemerintah Daerah. : ' h |
Dalam  melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
=vat (1), dibentuk Tim Satuan Pengendalién dan Pengawasan
“endistribusian Bahan Bakar Minyak yang melibatkan
“erangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum dan  instansi terkait
sssuai- dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang ditetapkan
Zengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI BAGI PENYALUR DAN KONSUMEN

Pasal 14
Bagi penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi tidak tepat
sasaran, maka akan diproses dan dikenakan sanksi dan/atau dendé
sesuai dengan ketentuan pberaturan perundang-undangan yang
berlaky.
Sanksi lainnya berupa skorsing pemberhentian penyaluran BBM

subsidi selama 30 hari hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PEU.

Konsumen dilarang untuk melakukan pembelian BBM subsidi dalam
jumlah yang besar, melakukan penimbunan serta menjual kembali
BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaky. ‘

Dalam hal konsumen pengguna secara sah dan meyakinkan
nﬁenyaiahgunakan Surat Rekomendasi dikenakan sanksi administratif,
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:’

&. peringatan tertulis; dan

b. pencabutan Surat Rekomendasi.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dﬂakukan paling banyak 3 (tiga) kali. -

Dalam hal Konsumen Pengguna tidak mematuhi peringatan tertulis . .
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah
mencabut Surat Rekomendasi
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BAB IX |
PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan terhadap kegiatan Penyaluran BBM subsidi dﬂakukan
oleh Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibentuk Tim Satuan Pengendalian dan Pengawasan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang mehbaﬂ<an
Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum dan instansi terkalt |
sesual dengan tugas, fungsi dan - kewenangannya yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. |
BAB X
SANKSI BAGI PENYALUR DAN KONSUMEN
Pasal 14
Bag1 penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi tidak tepat
sasaran, maka akan dlpI‘OSCS dan dikenakan sanksi dan/atau denda

sesuai - dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Sanksi lainnya berupa skorsing pemberhentian penyaluran- BBM

sub51d1 selama 30 hari hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

101 (St -St-SEay

jumlah yang besar, melakukan penimbunan serta menjual

BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

kembali

Dalam hal konsumen pengguna secara sah dan meyakinkan
menyalahgunakan Surat Rekomendasi dikenakan sanksi admlmstratxf

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
a. peringatan tertulis; dan

R

b. pencabutan Surat Rekomendasi.
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali,

Dalam hal Konsumen Péngguna tidak mematuhi peringatan . tertulis -

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah

mencabut Surat Rekomenda

O.



ngguna dapat mengajukan kembali permohonan
penerbitan Surat Rekomendasi yang telah dicabut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada.
diundangkan.

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penguh&angan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan " di Lewoleba
pada tanggal 2 Obfoker 9023

ﬁ PENJABAT BUPATI I@?MBATA

| | \¢ - matEEOS T%;;N
~tundangkan di Lewoleba S ‘
~2da tanggal 2 oOlwober 2023 j \
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATAN

“im

. IJ
\y JPASKALIS OLA TAPO BALI
ERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR



PIRAN A

PUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN . PENDISTRIBUSIAN

BAHAN BAKAR MINYAK "DI KABUPATEN
LEMBATA
NOMOR SOP :
TANGGAL PEMBUATAN:
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF )
DISAHKAN OLEH Kepala SKPD,
FEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA NIP.
SKPD
NAMA SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT
REKOMENDASI PEMBELIAN BBM
: JENIS TERTENTIT
__DASAR HUKUM. | KUALIFIRAS] PE
L Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang 1 Pejabat Pelaksana : Memahami

yediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
ceran Bahan Bakar Minyak

Ll !

surat menyurat, melakukan
memeriksa dan mencatat
permohonan yang masuk

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
run 2011 Tentang Standar Operasional

Prosedur DI Lingkungan Pemerintahan Propinsi
dan Kota

Kepala Seksi/Jafung:

Pengelolaan Bahan Bakar
memeriksa dan menginput
pemohon, menyusun draf
membubuhkan paraf pada
Pembelian BBM Jenis Tertentu.

Peraturan Menteri PAN / RB Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Standar Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan

Kepala Bidang : Memahami
Jenis Bahan Bakar Minyak Jeni
verifikasi dokumen pemohon, melaloian w=
Surat Rekomendasi dan membuat nota 1
naskah dinas, membubuhkan
Rekomendasi Pembelian BBM Jenis T

Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Penerbitan Rekomendasi Perangkat Daerah
untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu

Kepala SKPD : Menyetujui dan menand
Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar ¥

n

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan

Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten
Lembata;

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.:| -
Menerima Surat Rekomeéndasi dari SKPD melalui alamat
email : sekretariat.ekonomikablembata@ymail.com serta
melakukan verifikasi dan Asesmen Surat Rekomendasi
yang telah diterbitkan SKPD, mendatekan dan
memastikan kembali data administrasi dokumen
pemohon sesuai persyaratan yang ditetapkan, melakukan
pendataan terhadap jumlah permintaan kuota pemohon,
melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk|
melakukan pendataan terhadap manives kuota BBM
yang tiba dari Pelabuhan Larantuka, melakukan
koordinasi dengan Pihak Penyalur untuk menyesuaikan
sisa kuota BBM tersedia dan BBM yang diterima untuk
selanjutnya didistribusikan kepada para konsumen dan

menerhitlean s1izat nersefiiiian nemhbelian BRM siheids

KETERRAITAN SOP

SOP Administrasi Pemerintzh Daerah tentang

enerbitan Surat Rekomendasi

pe untuk
pembelian BBM Jenis Tertentu.

N pNn

Laptop/Komputer

. L v
Pulpen

Kertas

Printer

Scanner

PENCATATAN DAN PENDATAAN-

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




pernyataan bermeterai (Rp. 10.000)
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Valiahiniim M Balii
"a y Kapilia " Hagilan
Alivitaw PRER |,(':]',1‘;::l:lllllm Helcol/dnfu :;;:::::‘l"“ Kepala 3K1PD | Bkonoml dan Pavlanglinpan Wiliti Ot bl
ng ' SDA
Pemohon /Pengguna Jayanan 1 B o
mendatangl  petugas mengajukan Surat Permohionan, FC.KTP,
permohonan, mengisi buku tamupada NIK, NIB, Surat Keterangan
SKPD terkait sesuai kriteria konsumen| ., ) Lurah/Desa, Jenis dan
pengguna. : B Spesifikasi Peralatan, Jumlah
H Kebutuhan BBM.
; ( untuk konsumen pengguna
! usaha Perikanan melengkapi
i informasi/data voluune BBM 30 Bl oo
i JBT untuk usaha perikanan Menit
yang menggunakan kapal
i dengan kapasitas sampai 10 GT,
} FC Surat Persetujuan Berlayar,
| rencana lam beroperasi,
| estimasl sisa minyak yang
i masih ada di kapal,FCopy Tanda
" } Daftar Perikanan)
Malalignnnlan pendatann,  menerima,
wemeiriloan dan menontat nomor dan 30
tngggal surat permohonnn yang masuk Berkas Pengajuan, alat tulis Menit Berkas permolhionan
Mamaitlisn dan monoatat kelengkapan
ditn pranohon yaog telah disampaikan Verifikasi kelengkapan
dan menylnphan Draf Surat 1 — : 30 dokumen pemohon,
1 lwmmuhu\l\ I'Lmh:-liuu Bahan Bakar Borlegs Pangajuat, alat tuily Menit penyusw)anpdrafSumt
Minyale Jonls Tertentu, 5 Rekomendasi
Momovikan  dan  memverifikasi  data ! i
pomohon yang telah disampaikan ‘
i, Jllen ada koreksi { 0 Verifikasi kelengkapan
b, Jika tdak ada koreksi | . Berkas Pengajuan, alat tulis Minit dokumen pemohon dan
Mombubuhkan Paraf pada draf Swrat 1 draf Surat Rekomendasi
Rokomendasi Pembelian Bahan Bakar| ;
Minyak Jenis Tertentu. . b ( 3 R
Kepala SKPD : Menandatangani Sura H a i
Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar I . 30 . )
Minyak Jenis Tertentu. P simygend y Buku dan Pulpen Menit Surat Rekomendasi
Melakukan verlfikasi dan Asesmen i o
Surat Rekomendasi yang telah
diterbitkan SKPD
n. Jika ada koreksi |l _— as
" VIV . aftar persetejuan
h. Jika tidak ada koreksxl Bulu dan Pulpen . pembelian dan
Mondatakan dan memastikan kembal_i Menit rekomendasi
data administrasi dokumen pemohon. = -
nonuai persyaratan yang ditetapkan, i
memberikan surat persetujuan
pembelian BBM Jenis Tertentu. '
Pemohon menerima Surat Rekomendasi h |
Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis | [ 15 . : >
Tertentu dan menandatangani surat SRR S i Duku Menit Surat Rekomendasi

255 Monit




LAMPIRAN B

XEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

OMOR: 23  TAHUN 2023

NG

P VDALIAN DAN PENGAWASAN - PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DI
KARITPATEN LEMRATA

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala SKPD,
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA NIP.
SEKRETARIAT DAERAH
NAMA SOP PELAYANAN BONGKAR MUAT BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) IJENIS TERTENTU Di
: PE] ARL mamf_wm ERA.
DASARHOKUN,. KUAUF!KASI FE!.AKSANA )
Perpres | '\!omor 191 Tahun 2014 Tentang Penyedlaan,

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

1 KuPP: Memahami adminstrasi pengelolaan surat menyurat, melakukan

pendataan, memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal manives surat
muatan BBM Jenis Tertentu,Foto Manives Kapal, mencatat jenis kapal yang
membawa BBM, Jam kapal tiba di pelabuhan Lewoleba, mencatat volume
BBM Jenis Tertentu yang dimuat,menandatangani Berita Acara Pemeriksaanl
BBM dan mengirimkan data manives dan Berita Acara Pemeriksaan ke|
Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lembata.

(1%

2 |Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

Tentang Standar Operasional Prosedur DI Lingkungan
| Pemerintahan Propinsi dan Kota

Pejabat Pelaksana : Memahami adminstrasi pengelolaan surat menyurat,

melakukan pendataan, menerima, memeriksa dan mencatat nomor dan
tanggal manives bongkar muat BBM Jenis Tertentu yang masuk Pelabuhan
taut Lewoleba.

Standar Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri PAN /RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang

Kepala SeksifJafung: Memahami adminstrasi Pengelolaan Bahan Bakar|
Minyak Jenis Tertentu, Menerima data manives muatan BBM Jenis Tertentu
dari Kupp melalui alamat email

sekretariat.ekonomi.kablembata@gmail.com,. memeriksa dan menginput;
kelengkapan dokumen pengiriman BBM dari Pelabuhan Larantuks,
menyusun laporan penenmaan BBM yang masuk berupa Jumiah _jenis dan
volume BBM subsidi yang masuk dari Pelabuhan Larantuka menyusun draf

pembagian kuota berdasarkan jumiah pemohon dan kuota yang tersedia.

wn

Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor 17 Tshun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi
Perangkat Daerah untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam: Memahami
adminstrasi Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, memeriksa
dan memastikan kembali kelengkapan dokumen pengiriman BBM dari
Pelabuhan Larantuka, melakukan verifikasi atas laporan penerimaan BBM
yang masuk berupa jurrilah, jenis dan volume BBM subsidi yang rhaéuk dari
Pelabuhan Larantuka, membubuhkan paraf pembagian kuota berdasarkan

jumnlah pemohon dan kuota yang tersedia.

Kabupaten Lembata;

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Menyetujui  dan
menandatangani Data Pembagian kuota berdasarkan jumlah pemohon dan

kuota yang tersedia, dan menandatangani surat persetujuan pembelian BBM
Jenis Tertentu.

. PERAINTAN DEN PERIENGKAPAN'

zptop/Komputer




PAGAN/MEICANIBIVIE ¥E LAYAMAN BOMGIEAR BMUAT BRIV RIS TERTE i
Pelalaana P fisk s
Kelerangan

Pelabuhan Laut Kepala Baglan
Aktivitas Pejab: 3 g’ in Perek P
4 Yowoliba KUPP ejabat Kepala Ekonormi dan Aslsten Perekonomtan amohon Petlengkapan Wakiu Outpu
Pelaksana Seksl/Jafung SDA dan Pembangunan

i PO . e —— T U SR

ngkar muat Bahan pakar Minyak Jenls Tetentu-dl . % B
N 7 sy iyt ear s Y - - : Ketersedlaan BBM Jenls

Iabuhan Laut Lewoleba L e Kapal, Orum tangkl BBM 30 Menit Tertenty

emerlksa dan n‘m'n_cnlnt nomor dan tanggal manlves
(ot muaton BBM Jenls Tertentu, Foto Manives Kapal,
ancatat fenls kapal yang membawa BBM, Jam kapal
a dl polabuhan Lawoleba, mencatat volume BBM Jenls:
rtentu yung dimuat,menanda tanganl Betlta Acara
matlksoon BBM dan menglimkan data manives dan
pomerlksnan ke Baglan Ekonom!i Setda

Berkas Muatan Kapal, alat tults 30 Menit Berkas pefaporan

e ramy

wite Acnra
\hupaton Lembata,

t
elokannoken pandatoan, nwnmlum,';n;u‘l\clli(sa dan
aneatal nomor dan 1nges Imanives bongkar muat
8 atan Kapal, alat tu B

Vv Jends Tertaniu yong masuk, erkas Muatan Kapal, alat tulls 60 erkas pefaporaty
wineilkea  don monginpot kuluny,kx"n,n’ﬂ] dokumen

il WM dart palabulan Larantuka, menyusun; Verifikast kelengkapan dokumen
s peneilinann i) yani masuk, mombuat laporan laporan manlves kapal,
aupn Jumtaly, fonly don volume oM subsidt yang penyusunan draf Pembaglan
weub dail Balabiuhan | Lorantuks, - menyusun drat Berkas Muatan Kapal, alat tulls 20 enlt Kuota dan draf Surat
sinbiagilan kusta Wurdaanrkan jumish pemohon dengan persetujuan Pembertan
iyeanalan kuota yang tersedia Rekomendas!

I ]

fernerias dan imamveriikast data pemohon yang telah
sampalkan Verlfikasl kelengkapan dokumen

ks ada korakel laporan manlves kapal,

enyusunan draf Pembaglan

Wi bk aeda horakel Berkas Muatan Kapal, alat tulls 60 Menit o T(u 12 dan draf Su ‘g

Vainbibuhkan Paral pada Data pembaglan Kuota BBM| UotoCamo 8
Persetujuan Pemberian
Rekomendasi

nls Tertentu,

Surat Parsetujuan Pambellan BBM
Surat Pembaglan Kuota BBM
15 Mentt dan Surat Persetujuan

Pemberlan Rekomendast

ai

slatan Parekonomlan dan pembangunan @
fenandatanganl Data Pembaglan Kuota BBM dan
wnandatongan! surat Persetujuan Pembellan BBM

Buku dan Pulpen

Surat Pembaglan Kuota 8BM
15 Menit dan Surat Persetujuan
. Pemberlan Rekomendasl

anls Tertentu.
smohon “"."c;l;;‘,‘;,ﬁ“'} pembaglan Kuota BBM dan :
urat Persetujuan Pembellon 88M Jenis Tertentu. =

240 Menly

. Total durasf walktu.
~ f‘ag@/
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FENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN  BAHAN BAKAR MINYAK DI

UNA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

g Femyscizan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak) ‘

Konsumen Pengguna Titik Serah

1 Untuk Memasak: Terminal Bahan Bakar Minyak
Rumah tangga pada wilayah yang belum (BBM)/Depot

terkonversi Liguefied Petroleum Gas (LPG). .- c

2 Untuk Penerangan:

Rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri
listrik (distribusi tertutun).

Usaha Mikro

Usaha Mikro pada wilayah yang belum Terminal BBM/Depot |
terkonversi LPG.

Usaha Perikanan Untuk memasak den penerangan di perahu Terminal BBM/Depot
nelayan kecil pada wilayah yang belum
terkonversi LPG

H
\l
|

)
2
B

Usaha Mikro Mesin-mesin perkakas yang motor

penggeraknya menggunakan Minyak Solar
untuk keperluan usaha mikro. Pembelian
dilakukan dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari Kepala SKPD

Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha
Mikro.

b
h
)
)
@
!‘\i.
fi

l

Usaha Perikanan 1 Nelayan

a Nelayan Kecil dengan Kapasitas Kapal
Penangkapan O - S GT dengan alat
tangkap sederhana, meliputi pukat
monofillament maksimal 10 Pieces, pukat
multifillament  maksimal 5 pieces,
handline (pancing ulur, tonda dan rawai),
atau ;
Nelayan dengan Kapasitas Kapal 2 5 - 10
GT dengan alat tangkap sederhana,
meliputi pukat monofillament maksimal
10 Pieces, pukat multifillament maksimal
S pieces, handline (pancing ulur, tonda
dan rawai)
2 Pembudidaya Ikan
2 Pembudidaya ikan  kecil, meliputi
Budidaya Laut, Budidaya Air Payau
{Tambak) dan Budidaya Air Tawar (Kolam)

dengan menggunakan teknologi
sederhana

Penvaiur

Luasan Usaha budidaya adalah sebagai
berikut, Budidaya Laut luas lahan < 2 Ha,
Budidaya Air Payau luas lahan <5 Ha dan

budidaya air tawar luas lahan <2 Ha

3 Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Penyalur

ngolah hasil perikanan kecil, meliputi




4

> Pengolzhan pasca panen hasil perikanan,

msbput kegiatan penampungan dan
hasil perikanan bersifat

dengan  kapasitas < 1

ton/hari.

Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan
verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD

Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

Penyalur

Usaha Pertanian

-

Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa
Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha
tani tanaman pangan, holtikultura,
perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua)
Hektare, dan peternakan dengan
menggunakan mesin pertanjan dengan

verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala

Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang

membidangl pertanian. !

Penyalur

Transportasi

—

3

Kendaraan bermotor perseorangan i
jalan untuk angkutan orang atau barar.g;
dengan tanda nomor kendaraan berwama
dasar hitam dengan tulisan putih, terkecuali|
kendaraan angkutan barang milik para)
pengusaha.

Kendaraan bermotor umum di jalan untuk
angkutan orang atau barang dengan tanda
nomor Kkendaraan berwarna dasar kuning|
dengan tulisan  hitam, kecuali  mobil|
barang untuk pengangkutan hasil%
kegiatan perkebunan dan pertambangan
dengan jumlah ;

roda lebih dari 6 (enam) buah.

a Semua jenis kendaraan untuk
pelayanan umum antara lain mobil
ambulance, mobil jenazah, mobil
pemadam kebakaran dan mobil
pengangkut sampah.

b Dengan mempertimbangkan  kondisi
lapangan saat ini bahwa kendaraan
umum dalam trayek berfungsi untuk
angkutan penumpang umum dalam
rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat Kabupaten Lembata, maka
kategori kendaraan tersebut berhak
mendapatkan jenis BBM Jenis Tertentu
(Solar).

Transportasi air yang
menggunakan  motor tempel dan
diusahakan oleh Warga Negara Indonesia
atau Badan Hukum Indonesia yang
digunakan untuk angkutan umum/
perseorangan  dengan verifikasi dan
ekomendasi dari  Lurah/Kepala
Desa/Kepala SKPD  Kabupaten/Kota

yang membidangl transportasi.

transportasi laut  berupa

Indonesia dengan

i berupa angkutan

ang berdasarkan kuota

oleh Badan Pengatur.

'y
5]
g,
K

g
r,
H

Penyalur

Penyalur




Sarana

transportasi angkutan umum

berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis
berdasarkan kuota yang  ditetapkan
oleh Badan Pengatur.

Sarana

transportasi darat Berupa

kereta api umum penumpang dan
barang berdasarkan  kuota yang

ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Penyahur/Terimana BBM/ Depot

Penyalur/Terimana BBM/ Depot

Terminal BBM/Depot

Minyak Solar
(Gas O1i})

Pelayanan Umum

rekomendasi

Krematorium dan tempat ibadah

untuk proses pembakaran dan/atau

penerangan dengan verifikasi dan surat

dari Kepala SKPD
Kabupaten /Kota yang membidanginya.
Panti asuhan den panti jompo untuk

penerangan dengan verifikasi dan

SKPD
Kabupaten/Kota yang membidanginya.

surat rekomendasi

dari

Rumeh salkit tipe C dan tipe D, dan
puskesmas untuk penerangan dengan
veriﬁkési dan surat rekomendasi dari
SKPD Kabupaten/

Kota yang

membidanginya.

Penyzlur/Terminal BBM/Depot
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Usaha Mikro

' Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah

Konsumen pengguna Usaha
Mikro meliputi Usaha Mikro
yang menggunakan mesin-
mesin perkakas yang motor
penggeraknya menggunakan
minyak solar - untuk
keperluan usahanya.

Usaha Perikanan

Dinas Perikanan
dan Kelautan

a. Nelayan yang
menggunakan kapal
ikan Indonesia dengan
ukuran maksimum 30
(tiga puluh) GT yang
terdaftar di
Kementerian Kelautan
dan Perikanan dan
Perangkat Daerah yang
membidangi
perikanan;

b. pembudidaya ikan
skala  kecil.

Usaha Pertanian

Dinas Pertanian dan
Pangan

Konsumen pengguna Usaha |

Pertanian, meliputi :

a.Petani/Kelompok
Tani/Usaha  Pelayanan
Jasa Alat Mesin
Pertanian ' yang

melakukan wusaha tani

tanaman pangan, |

holtikultura, erkebunan

dengan luas maksimal 2 |

(dua) hektare, termasuk
usaha penggilingan padi
‘dan penyosohan beras

menetap;

b.Peternakan dengan
menggunakan - mesin
pertanian.




| Petani/Kelompok

Tani/Usaha Pelayanan Jasa
Alat Mesin Pertanian yang
melakukan  usaha  tani
tanaman - pangan,
holtikultura, perkebunan
dengan luas maksimal 2
(dua) hectare, dengan
menggunakan alat mesin
pertanian tertentu meliputi
:  traktor, pompa  air,
thresher, dan cultivator.

Transportasi Dinas Perhubungan Transportasi air+ yang
menggunakan motor tempel
dan diusahakan oleh Warga
Negara Indonesia  atau |
Badan Hukum Indonesia
yang digunakan untuk
angkutan
umum/perseorangan.

'+ Pelayanan Dinas Kesehatan Rumah sakit tipe C dan tipe

Umum D, dan Puskesmas, untuk
penerangan;

Dinas Sosial | Lembaga Kesejahteraan
Pemberdayaan Sosial, untuk penerangan;
Perempuan dan

Perlindungan Anak

Bagian Kesejahteraan | Tempat ibadah, untuk
Rakyat,  Sekretariat | penerangan. |
Daerah




LAMPIRAN E

‘ PERATURAN BUPATI LEMBaTS

P -

WNOVRANT TALTTIN 9N9O2
NUNMIUT 1ANUIN ZUZ

TENTANG
PENGENDALIAN. DAX FENCOnaSay
PENDISTRIBUSIAN o e
BAKAR MINYAK D EsSIPsTEN
LEMBATA

—_— =

KOP SKPD

U L0l

Nomor: / /  /20....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Alamat

...........................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.................................................................................

Dl Al S N M i ]

yang telah kami tanda tangani untuk keperluan pembelian Bahan Baker Minvek
(BBM) Jenis Tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data/dokumen

maka saya siap bertanggungjawab dan siap diberikan sanksi secara adminsiratis
mauplm‘ pidana.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sadar tanpa tekanan dan

pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

Meterai Rp.l0.0QO

Nama

Nip



LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
' NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAL (SOP)
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU |

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA
Nomeor : / / PERNY.KEB.DATA / 20

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama 2
NIK

NIB

Jenis Usaha

Jenis Alat

Alamat

Dengan ini menyatekan bahwa :

1 Seluruh lampiran dokumen persyaratan yang telah dicantumkan dalam surat permohonan kami adalah
SAH dan BENAR sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

2 Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan maupun ketentuan
yang telah ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
3 Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan sepenuh hatd untuk dipergunakan. .

sebagaiman mustinya.

Meterai Rp.10000




KEPUTUSAN BUPATI LEMBAT:
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENDISTRIBUSIAN BAHAN

1

BAKAR MINYAK DI KABUPATEN LEMBATA

'FORM PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERAN G- T DAERA
UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS To
{Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019)

KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TESTE: Ty

Nomor : / / /20
Tanggal : 20

Berdasarkan :

g .Undang~Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Buws.

o) Unda.ng—Undang Nemor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran-

'3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pernbabar Sras B
Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediazn Pemiioee=
harga jual Eceran Bahan Balcar Minyak;

Maka dengan ini Bupati Lembata,

MEREKOMENDASIKAN,
Kepada . .
Nama

..................................................-............... .......................................

Kebutun
3 Jum. : an Jenis

No.| Jenis Alat Alat Fungsi Alat BBM
Tertentu

2 Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas OiY):
a Alokasi Volume
b Tempat Pengambilay :
¢ Lokasi : : g
3 Masa berlaku Surat Rekomendasi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dterbitkannya rekom
4 Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaiman mestinya, maka akan dicabut dan
: ‘diﬁndaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Demilian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,



=NGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAX DI KABUPATEN LEMBATA N
PEMERINTAH DAERAH XKABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIAT DAERAH
Jln.Trans Lembata No. - Lewoleba, Lembata, 86682
Telepon. (0383) 2343335 - Email: setda@lembatakab.go.id

e W EDSIEE: Www.site lembatakab.godd e e e

Nomor - BU. 005/ / EK/ / 20..... Lewoleba,...........c........... 20..........

Lampiran 5 -

Perihal ' : Persetujuan Pembelian BBM Jenis Tertentu.

NUEL: «ovopessssmemsesnsesns ssinn nmasenmersvsnsssassinss cass

Di- ,

Tempat

Berdasarkan  surat permohonan  saudara Nomor  fu........... L osisii dtommnnnanns Y (SRR— /20....., tanggal

................... 20...... perihal permohonan, pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan setelah dilakukan
 verifikasi terhadap Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas

............................. , serta menelitt

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, maka bersama ini kami memberﬂcan persetujuan pembelizn

<8 F=18 ]

Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu pada penyalur yang telah ditetapkan dalam surat rekomendasi.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatian, disampaikan terimakasih.

an.Pemerintah Daerah Kab. Lembara

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

...................................................



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : TAHUN 2023

( TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK , DI
KABUPATEN LEMBATA

KoP

BERITA ACARA PEMERIKSAAN MUATAN BBM JEN‘S TERTENTU
' Nomor : / KUPP/ /20......

Tanggal : SRR NN o o
fzhwa berdasarkan laporan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (Solar) pada Kapal Motor
Nomor. Jtanggal 202 , maka  pada  hari N
=nggal ; bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh............ , kami yang bertanda tangan di
m=wzhini:
~ Kapten Kapal
Nama '
Alamat B o
Jabatan :
I KUPP
Nama
Alamat
Jabatan :
“=zh melakukan pemeriksaan muatan Bahan Bakar Jenis Tertentu (Solar) dengan jumizh seennnecsennennnKilO liter dan
“=p didistribusikan kepada penvalur......ooo . dengan foto visual terlampir.

Z=mikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat digunzkan sshazzi
T2na mestinya. ,

KUPP Lewoleba , Kapten Kapal Motor ..o




TANMDIDAN T 1
LAMPIRAN J. 1

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN "PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI
KARUPATEN TEMRATA .

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD
Lembaga
il Nama Jenis Nomor Surat Alokasi Masa Penyalur
Noj Nema Pe Usaba | Usaha/Kegiatan | Rekomendasi| Volume | Baerlaku Tempat
‘ | Pengambilan
1 2 3 4 5 6 | 7 8
Keterangan :
1 Nomeor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mk
2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Usaha Mikro yang memperoleh reknmendas
3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimilik oleh pemifi
4 Jenis Usaha/Kegiatan ¢ Jenis Usaha Mikro yang dijalankan
5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbiti=m
6 Alokasi Volume ? Alokasi Jemis BBM tertentu yang dissonumi dolee sme
rekomendasi
7 Masa berlaku * Rentang waktu masa berlaku surat relomenioc dart gl
; ‘ tel..)
8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM ters=n=-




-\I’ LEMBATA
. . NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAX DI
KARITPATEN TLEMRATA

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

i KOP SKPD

REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS ‘BBM
TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

' ' g s . Lembaga
|
‘ - Nama Jenis Nomeor Surat Alokasi Masa Penyalur
Mo, dHempa.bemt Usaha | Usaha/Kegiatan | Rekomendasi Volume Baerlaku Tempat
£ Pengambllan
| 1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan :
1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Perikanan
2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Usaha Perikanan yang memperoleh rekomendasi
3 Nama Usaha ‘ : Nama usaha yang dimilik oleh pemilik
4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Perikanan yang dijalankan
5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
6 Alokasi Volume

: Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam suras rekomendas

7 Masa berlaku ! Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (da=i 1=

e

N

8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu

Kepala SXPD

Nama
NIP




PENGAWASAN
U BAKAR MINYAK

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATU AN EERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PEMBELIAN BAHAN BAEAR MINYAK JENIS TERTENTU
REKAPITULASI USAHA PERTANIAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBEUAN JENIS
BBM TERTENTU {JENIS MINYAK SOLAR)

, | Nomor ~ Lembaga-

Namza | Jenis Surat Alokasi Masa Penyalur
{Noy Nama Pe Usaha | Usaha/Kegiatan |Rekomen| Volume Baerlaku Tempat .
dasi B Pengambilan

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan :

1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Pertanian

2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Usaha Pertanjan yang mempercleh
i Co rekomendasi

3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimilik oleh pemilik

4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Pertanian yang dijalankan

5 Nomeor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan

6 Alckasi Volume Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam suret

rekomendasi
7 Masa berlaku ! Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (daci

tel..s/d tel..)
8 Lembaga Penyalur Tempat Pengamt : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu

Kepala SKPD




SGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRISUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

RIOIPATEN IE

T KARTIPATEN TEMRATA

PENERBITAN SURAT RA_:KO\IL\—D-\.S: S_—;T'J AN KER '.% PERANGKAT DAERAH UNTUK

REKAPITULASI PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS
BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

N Surat Lembaga
NoJ Nama Pemilik Nama s Rzgoie ué:s Alelhss Masa Penyalur
A A ‘ Usaha |Usaha/Kegiatan i = Volume Baerlaku Tempat' -
Pengambilan
1 2 3 4 5 6 , 7 8

Keterangan :
1 Nomor

: Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Pelayanan Umum
2 Nomor Pemilik

: Nama pemilik Pelayanan Umum
rekomendasi

: Nama usaha yang dimilik oleh pemilik

: Jenis Pelayanan Umum yang dijalankan
Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitlkan

: Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui delam surat

yang memperoleh|
3 Nama Usaha

4 Jenis Usaha/Kegiatan
5

6

Nomor Surat Rekomendasi
Alokasi Volume

rekomendasi . .
7 Masa berlaku ! Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (dari tgl..s/d
tgl..)
8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu
Kepala SKPD
Nama ’
NIP




' LAMPIRAN J.5 N
¢ : KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR - TAHUN 2023
TENTANG

PENGENDALIAN DAN  PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI KABUPATEN LEMBATA

. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
| PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD

REKAPITULASI TRANSPORTAS! YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM
TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

Lembaga
1 Nama Jenis { Nomor Surat Alokasi Masa’ Penyalur
ey Hamake Usaha |Usaha/Kegiatan| Rekomendasi Volume Baerlaku Tempat
. Pengambilan. |
1 2 3 4 ) 6 7 8
Keterangan : o
1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Transportasi
2 Nomoxl"l_’emi]jk : Nama pemilik Transportasi yang memperoleh rekomendasi
'I'3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimilik oleh pemilik
4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Transportasi yang dijalankan
5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
6 Alokasi Volume 1 Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam surat
rekomendasi L o
7 Masa berlaku 1 Rentang waktu masa berlaku surat rekomendas ‘da= === 2
tel.)

8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jents BEM =i




e a e e
LAMPIRAN K

LIS

( KEPUTUSAN BUP

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN

BAXAR MINYAX DI XKASBUPATEN LEMBATA

KOP PERUSAHAAN

DAFTAR REKAPITULASI PEMBELIAN DAN PENJUALAN BBM JENIS TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

BULAN :
Nomor Berita
. N h . .
No. Han[l'ar.xgg Jenis BBM gma Kapal Acara Jum.la R;eallsasx S{saStok ; ensien
4 al Pengangkut . Pembelian (KI) { Penjualan (Ki) | Penjualan (Kl)
Pemeriksaan
4 2 -3 . 4 5 6 7 8 9
, 20
Penyalur,
Nama

Jabatan
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